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TENTANG
PERUBAHAN PzuORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
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Pada hari ini, Jumad tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-
O8-2O25], Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : P. Kanisius T\.raq

Jabatan : Bupati l,embata
Alamat Kantor : Jalal Trans Lembata, No.l Lewoleba, Lembata.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lembata.

2 a. Nama : Syafrudin Sira
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Ttans Lembata, No.1 Lewoleba, l€mbata,

b. Nama
Jabatan

Alamat Kantor

c. Nama
Jabatan

Fransiskus Xaverius B.N
Walil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Jalan Trans Lembata, No.1 Lewoleba, I€mbata.

: G. Fransiskus
: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans l,embata, No.1 Lewoleba, Lembata.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten l,embata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar pen)'usun€rn Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Ar:ggaran 2025.



Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025

disusun dalam l,ampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisalkan dengan Nota

Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun An1garar, 2025'
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BAB I
PEITDAIIULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Pasal 140 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten

Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS

berdasarkan perubahan RKPD.

Perubahan PPAS disusun dengan menjelaskan hal-hal sebagai

berikut :

a. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk
ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa

waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;

b. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang

harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak

tercapai;

c. Capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang

harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi

KUA.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam Perubahan KUA dan

sesuai dengan dinamika pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, maka

materi pokok dalam Perubahan PPAS adalah men€rmpung pergeseran

anggaran mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 70 Tahun 2024

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan Peraturan

Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Lembata Nomor 7O Tahun 2024 ten+"ang Penjabaran

APBD Kabupaten lembata Tahun 2025.

| -tQeruhafian (WnS 'lafiun laggaran 2025
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L.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten lrmbata Tahun 2O25 adalah untuk:

l. Menyediakan dokumen tentang perubahan target pendapatan dan

penerimaan daerah, rencana belanja daerah dan rencana pembiayaan

daerah;

2. Menyediakan dokumen tentang perubahan plafon anggaran sementara

berdasarkan SKPD, urusan pemerintahan dan program/ kegiatan/ sub

kegiatan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, eftsien,

berkeadilan dan berkelanjutan da-lam rangka pelaksanaan

pembangunan tahunan daerah;

4. Menjamin terciptarrya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara

perencanaan (RKPD) dan penganggaran (KUA);

5. Sebagai acuan/pedoman dalam pen1rusunan Perubahan Rencana Kerja

Anggaran (RKA) SKPD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lembata tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran

Sementara APBD Tahun Anggaran 2O25 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 180, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

39Ol) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 79, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

Qeruhafran (WAS 'lafiun fl.nggaran 2025r
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan

lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 7, Tambahan [rmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4O3l);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244'

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

rtPerubafran $PAS llafiun flnggaran 2025
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9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I
Tahun 2023 lentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2Ol7 ter,tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6847);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 2,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

63221;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O2O tentang

StAndar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 202O Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang StAndar

Harga Satuan Regional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 112)

Aeruhafran IFPAS 'fafrun jnggaran 2025 I --+
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada

Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2O16 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 35O)

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O18 Nomor 1540);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447);

aenbafrm IWAS (afrun jnggaran 2025 -)I



2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

2l.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O2l Tentang

Penyusunan Dokumen Perencanaaa Pembangunan Daerah Bagi Daerah

dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefrkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 900. 1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahal Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2l tentang

Hasil Verilikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO-470O Tahun 202O tentang

Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 0Ol Seri E Nomor OOI);

25. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2023 Nomor 7);

26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun

2025 tentang Perubahan Rcncana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Qeruhafran BPAS tahun flnggaran 2025
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Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor ..);

27. Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 14 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2OL[-2O31

(l,embaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor l4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten kmbata

(Lembaran Daerah Kabupaten l,embata Tahun 2015 Nomor 15,

Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten kmbata Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 6 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (l,embaran Daerah

Kabupaten lrmbata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lrmbaran

Daerah Kabupaten l.embata Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten trmbata Nomor 1 Tahun 2020

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor

6 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten l.embata Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten l.embata Tahun 2Ol7 (Lembaran

Daerah Kabupaten kmbata Tahun 2017 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten lrmbata Nomor 4 Tahun 2022 ter,lang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kabupaten Lembata

Tahun 2022 Nomor 3Ol Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

kmbata Nomor 3Ol);

32. Peraturan Daerah Kabupaten lembata Nomor O5 Tahun 2024 lentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten lrmbata

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahur: 2024

Nomor O5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten kmbata Nomor

os);

aerufiafian tFPnS 'lafrun lwdrafl 2025
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33. Peraturan Bupati tembata Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 (Berita

Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 441;

34. Peraturan Bupati kmbata Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten kmbata Tahun 2O25

(Berita Daerah Kabupaten l,embata Tahun 2025 Nomor l9).

1.4. Slstematika Penyusunaa

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten

Lembata Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

1. BABI PENDAHULUAN

a. Latar belakang
b. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

c. Dasar (hukum) Penyusunan Perubahan PPAS

d. Sistematika Pen5msunan
2. BAB II PERUBAHAN RENCANA PENDAPATAN DAERAH

3. BAB III PERUBAHAN RENCANA BELANJA DAERAH

4. BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN

5. BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

6. BABVIPENUTUP

Aeruhafun TFPAS ltaLun ]nggaran 2025r
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BAB II
PERIIBAHAN RINCANA PENERIMAAI{ DAERAH

Rencana Penerimaan Daerah Kabupaten kmbata Tahun Anggaran 2025

mencakup target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

serta penerimaan pembiayaan. Berdasarkan kebijakan penerimaan daerah

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, target

penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan

pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp.845.423.897.123 turun

sebesar Rp.55.a92.279.196 atau turun 6,20%o dari target pada APBD Murni

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.901.316.176.319 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata tahun anggaran

2025 direncanakan sebesar Rp. 39.155.373.488 turun sebesar

Rp.9.450. 120.O29 ata:u turun 19,44o/o dari target pada APBD murni

sebesar Rp. 48.605.493.176.517 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah sebesar Rp. 13.379.409.840, turun sebesar

Rp.7.668.375.010 atau 36,430/o dari target pada APBD murni tahun

€rnggaran 2025 sebesar Rp.2 1.047.784.850.

b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 19.583.O68'784, turun sebesar

Rp. 484.350.00O atau 2,41o/o dari target pada APBD Murni Tahun

Anggaran 2025 sebesar Rp.2O.O67 .4 18.7 84.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar

Rp. 3.896.492.897, rratk sebesar Rp.a47.770-732 ata:u 27,81o/o dari

target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp.3.048.722. 165.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar

Rp.2.296.4OL967, turun sebesar Rp.2.145.165.751 atau 48,3oo/o dari

Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 r
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target pada APBD Induk Tahun Anggaran 2025 sebesar

Rp.4.441 .567 .718.

2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.786.954.225.26O,

turun sebesar Rp.57.948.267.542 atau 6,860/o dai target pada APBD

Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.a44.9O2.492.8O2 dengan

rincian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.768.748.987.O17, turun

sebesar Rp.51.706.075.983 atau 6,3oyo daIi target pada APBD Induk

Tahun Anggaran 2O25 sebesar Rp.820.455.O63. 0OO.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.18.2O5'238.243, turun

sebesar Rp.6.242.191.559 atau 25,53oh dari target pada APBD Induk

Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.24.4 47 .429.8O2.

3. Lain-l^ain Pendapatan Daerah Yang Sah

tain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025

ditargetkan sebesar Rp.7.8O8.190.000 atau sama dengan target pada

APBD Induk Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

(FKTP).

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp.11.506. 1O8.375, naik 1007o atau

baru dianggarkan pada Perubahan APBD sesuai Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2O24.

Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Kabupaten l.embata Tahun

2025 di uraikan pada tabel 2.1 berikut:

Perubahan PPAS Talun Anggaran 2025 r



KOOE PENEBIMAAN OAEBAH
ALOKASIANGGAFAN

DASAH HUKUi'
56belum S€sudah

4 PENDAPAIAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI OAERAH (PAD) 48.524.673.5',l7,00 39.155.373.408,00

4.1.01 Paiak Da€rah 2 1 .047.784.850,00 13.379.409.840,00

4.1 Q2 Retribusi Daerah 19.967.098.784,00 19.583.068.784,00

4.1 03 Hasil P6ng6lolaan K€kayaan Daorah yang Dipisahkan 3.048.722.165.00 3.896.492.897,00

4-1 04 Lain- ain PAD yang Sah 4.461.067.718.00 2.296.401 .967,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFEF 81 4.663.061 .802,00 786.954.225.260,00

4241 P6ndapatan Transler Pemerifilah Pusal 790.2r5.632 000.00 768.748.987 017,00

4.2.02 P6ndapatan Transtor Antar Oaorah 24 447 .429 _AO2_OA 18.205 238.243.00

4.3 LAIN.LAIN PENOAPATAN DAERAH YA}'IG SAH 7.808.190.000,00 7,808.190.000,00

4.3 03 Lain'lain PgndaDalan Sasuai denoan Ketgnluan Poratulan Perundang'Undangan 7.808.r90.000,00 7.808190.000.00

JUMLAH PENDAPATAN 870.935.925.319,00 833.917.788.748,00

6 PEMBIAYAAN OAERAH

6.1 PENEBIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 11.506.108.375,00

6.1 01 Sisa Lebih Perhltungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 11.506 108.375.00

JUMLAH PENERIMAAN PEI/lBIAYAAN 0,00 11.506.108.375,00

JUMLAH PENEBIMAAT.I DAERAH 870.995.925.319,00 845.423.837.123,00

slPD Rl :tloetak pada 2a25-08 20 !3:05:3i

TABEL 2,I RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun Anggaran 2025



--'; .- Pemerintah Kabupaten [e mbata

BAB III
PERUBAIIAN PRIORITAS BELANJA DAERAII

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lembata Tahun 2025

memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, Rencana

Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2O25 dan Rancangan

RPJMD Kabupaten kmbata Tahun 2O25-2029 sebagai bentuk sinergi dan

keterpaduan antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.

1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 antara latnl'

1) Penguatan Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM;

2) Pemantapan Pertahanan Kemanan Negara;

3) Peningkatan Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,

Energi, Air dan Ekonomi Digital;

4) Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Efisiensi Anggaran;

5) Peningkatan Koperasi di wilayah.

Sinergitas program Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten

Lembata terhadap terhadap prioritas pembangunan nasional tahun

2025 sebagaimana pada tabel 3.1 berikut:

Perubahan PPAS Tahun Anggaral: 2025 r
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Prio t.! Penb.ngun.n N6uion.l BerI.ht ah / Bertuhng

3 5 6 3

OINAS LING(UNGAN HIDUP 303 352 790.00

PROCFAM PENANGANAN PENGAOUAN LING(UNGAN HIOI]P

P6ny6l6saian P6ngadlan Mssyarakal diBldans Fsri.dunean dan Ponqeoloqn Lnqkunoan tldup IPPLH) Kabupab.

OINAS I IN6KTJNGAN HIDUP

PFOGFAM P€NGELOLAAN PEFSAMPAHAN

Po6onta$ *,l.ysh p€lkol@n yanC @o lrk saraa pa.rqolah.n 6ampah dan pr6.nl6e p.nourantan srmpah dipot*olad

DINAS LiNGKIJNGAN I]IOUP 279 400 5!5.00

n.bnlottoh p6.aembrns..

PROORAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
FELAYANAN TEBPAD! SATU FINTL.]

389428064,00 218562.15700 r70.865 S07 00

PROGBAM PENGENOALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MOOAL

Jumrah 
'^v6dor 

baEkala nasi,onal IPMoN/PMA)

DINAS PENANAMAN MOOAL OAN
PELAYANAN TEBPADU SATU PINTU

35 306 950 00 46 S2s.450 00 38377,500.00

PROGRA[i PENGELOLAAN OATA OAN SISTEM INFORMAS I PENANAMAN MODAL

Juml.h nvestor bockah Naeionar (PMofJ/PMAI

OINAS PENANAMAN MOOAL OAN
PEI..AYANAN 

-TERPAOIJ 
SATU PIMIU

r4 868.550,00 5 765150.00

PROGRAM PENGEI-OLAAN PEBIKANAN TANGKAP

Prcduklip6rkansn k6 ompok n€lay8n

533 999 300 00 2 2a6 709653,00

PROGFAM PENGELOLAAN PEB]I(ANAN BUDIOAYA

PROGFAM PENINGKATAN OIVEhSIFIKA6I OAN KETAHANAN PANGAN MASYAFAKAT

Kele.$diaar P.n0a. t-ltaFa

OINAS PEFIANIAN DAN KEIAHANAN r44 659.652 00 562 660 565,00

PROGFAM PENANGANAN KEAAWANAN PANOAN

Pqn6ng.i.n 0a6fah qawan Pang.n

OINAS PEFTANIAN OAN XETANANAN 53.559.800,00 30.a77.a00.00 .27.6S2.00000

Pf, OGFAI,I PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Ponoewdan dsn P.hbi.aa. Ko.manln P.nOa.

DINAS P€RTANIAN DAN KETAHANAN 28.224 600,0! 27.1a5.550 00 -1.039.050,00

FROGAAM PENYEOIAAN OAN PENG'MAANGAN SARANA PERTANIAN

PrcduGiSokio. P.n n,an

OINAS PEBTANIAN OAN XETAHANAN

2

I


